BAB IV
ANALISIS TrRHADAP AKIBAT HUKUM
OVAR-SEWA TANPA IZIN DARI P:=MILIK BARANG
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Segi-Segi Persamaannya.

Prj

Dari uraian-uraian yang penulis jelaskan pada bab

III dalam pembahasan over-sewa tanpa izin dari pemilik

barang yang ditinjau dari segl hukum Islam dan dari
segi hukum Positif (hukum Perdata d¢i Indonesia) ini

nampak adanya persamaan-persamaan antara keduanya, an-

tara lain j§

1. Pemilik barang (pihak yang menyewakan) menurut hu-
kum Islam aan menurut hukum Perdatze di lndonesia sa
ma-sama mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian:
sewanya apabila si penyewa melanggar aturan-aturan
yang telah.ditetapkan dalam perjanjian sewa.

2. Apabila barang yang dujadikan dalam obyek persewaan
telah rusak atau musnah sama sekali maka menurut hu
kum Islam dan menurut hukum Perdata di Indonesia sa
ma-sama dapat mengakibatkan batalnya perjanjian se-
wa yang telah dibuat oleh pihak pertama dengan pi-

hak kedua demikian juga dalam hal ulang-sewa.
B. Segi-Segi Perbedaannya.
Sedangkan dari segi-segli perbedaan antara kedua-

nya dapat dibedakan sebagali berikut ;

1. Menurut hukum Islam si penyewa boleh melakukan ulang
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sewa (over-sewa) seluruh atau sebagian barang sewa-=
nya kepada orang lain baik dengan izin atau tidak a
danya izin terlebih dahulu dari si pemilik barang,
hal ini tidak membatalkan perjanjian. Sedangkan me-
nuzut hukum Positif (hukum Perdata di Indonesia) si
penyewa tidak boleh melakukan ulang-sewa (over- sSe-=
wa) selurun barang sewaannya kepada orang lain tan-
pa adanya izin dari pemilik barang kecuall jika se=-
bagian dari barang sewaanya, hal ini dapat mengaki=-
batkan batalnya perjanjlan sewa.

2. Menurut hukum Islam pihak yang menyewakan dapat me=
larang si penyewa melakukan ulang-sewa (ower-sewa).
Sedangkan menurut hukum Perdata di Indonesia pihak
yang menyewakan dapat membolehkan kepada penyewa un
tuk melakukan ulang-sewa.

3, Menurut hukum Islam bagi penyewa yang melakukan u-
lang-sewa (over-sewa) tanpa izin aari pemilik - ba=

rang tidak mendapat ancaman pembatzalan sewa kecualil

1y

jika penggunaan obyek sewa tersebut tidak sesual de
ngan perjanjian semula. Sedangkan menurut hukum Per
aata di Indonesia bagi penyewa yang telah melakukan
ulang-sewa (over-sewa) tanpa adanya izin dari pemi-
lik barang (pihak yang menyewakan) akan mendapat an
caman pembatalan sewa yang telah dibuatnya disertai

penggantian biaya, rugl dan bunga.

4. Menurut hukum Islam sewa-menyewa bertujuan untuk
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memberikan hak nikmat manfaat yang dapat dinikmati

bersama sehingga penggunaan manfaat barang tersebut
dapat digantikan kepada orang lain dengan jalan pin
jam-meminjam (I'arah) maupun disewan kembali (ulang

sewa ). Sedangkan menurut hukum Perdata di TIndonesia

sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pakai
hak perseorangan 'saja, sehingga penggunaan manfaat

barang tersebwut tidak bolen digantikan kepada orang

lain.

C. Analisa.

Dari beberapa persamaan dan perbedaan yang dike-
mukakan daiatas, nampak bahwa hukum Islam dan hukum Po-
sitif (hukum Perdata di Indonesia) tidak jauh berbeda
walaupun terdapat perbedaan, akan tetapi keduanya sama
sama memperhatikan kemaslahatan bersama, saling mengun
tungkan dan tidak merugikan satu sama lainnya.

Sebagaimana dalam hukum Islam, sewa-menyewa bertu=
Juan untuk menyerahkan manfaat benda yang menjadi ob -
yek sewa-menyewa dan manfaat tersebut oleh pihak penye
wa dapat dinikmatinya sendiri atau: dilimpahkan kepada
orang lain dengan jalan I'arah atau sewa-ulang.

Dalam masalah pelimpahan hak untuk menikmati man-
faat barang oleh pihak penyewa kepada orang lain, maka
penggunaan manfaat barang tersebut harus sesuai dengan
perjanjian sewa semula tidak boleh melebihi dari  apa

yang telah diperjanjikan semula oleh si penyewa perta-
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ma.

Ketentuan dalam hukum islam ini membolehkan kepa-
da si penyewa untuk melakukan ulang-sewa (over-sewa)ba
ik dengan izin dari si pemilik barang maupun tanpa ada
nya izin terlebih dahulu dari si pemilik barang. Hal

S

ng

)

ini dapat dilihat dari beberapa pendapat fugaha' vy
membolehkan ulang-sewa (over-sewa) walaupun dalam pen=-
dapat mereka tidak dinyatakan dengan jelas tentang ada
atau tidaknya izin dari pemilik barang. Demgan tidak a
danya nash atau pernyataan yang jelas dari pendapat pa
ra fugaha' terseout tentang pelarangan over-sewa tanpa
izin dari pemilik barang, maka hal itu menunjukkan sua
tu kebolehan untuk melakukannya.

sebagaimana dalam kaidah ushul yang berbunyi ;

PR IO I ) |

segala sesuatu adalah mubah”

"Menurut a
99‘1‘ : 21 )

(Faishal ?Zj
Oleh karena itu perbuatan over-sewa tanpa adanya
izin dari pemilik barang merupakan salah satu bidang
mu'tamalah yang diperbolehkan, karena tidak ada dalil
yang mehgharamkan atau memakruhkannya, demikian juga
dallam pendapat para fugaha'.
Sementara itu didalam hukum Perdata di Indonesia

bahwa sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian khu

Sus yang mempunyal aturan-aturan tertentu.

Dalam sewa-menyewa pihak penyewa hanya mendapat
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hak pakai dan hak perseorangan saja. Uleh karena itu kepa
da si penyewa tidak diperbolehkan melakukan ulang-sewa (0o
ver-sewa) tanpa adanya izin dari pemilik barang. Hal ini
dapat dipertegas dalam pasal 1559 BW, perbuatan si penye-
wa tersebut dapat diancam dengan pembatalan sewanya yang

disertal dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.Hal ter

Pelarangan terhadap over-sewa yang tanpa didahului -
dengan persetujuan dari pemilik barang sebagaimana dalam
pasal 1559 BW tersebut merupakan aturan yang oversifat ter
batas, yakni bahwa larangan itu hanya ditujukan terhadap
perbuatan ulang-sewa (over-sewa) secara keseluruan terha-
dap barang sewaannya (obyek sewa) yang dilakukan oleh Sipe
nyewa kepada pihak lain.

Jika perbuatan tersebut dilakukan hanya sebagian da-
ri obyek sewa saja, maka hal tersebut diperbolehkan. Se-
bab bagi si penyewa atas tanggung jawab sendiri diperbo-
lehkan untuk mengulang sewakan sebagian dari barang yang
telah aisewanya. Demikian yang dijelaskan pada pasal 1559

Bw.



